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Abstrak

ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal, serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN  merupakan sebuah realitas yang tidak dapat ditawar lagi oleh negara ASEAN khususnya Indonesia, bergeraknya barang di ASEAN dalam perdagangan bebas membuat komunitas muslim di Indonesia dan negara ASEAN lainnya mempertanyakan kehalalan produk yang masuk dari luar negaranya oleh karena itu Sertifikasi halal untuk produk makanan harus dilakukan, perlu satu keseragaman syarat, label dan pendaftaran dengan satu aplikasi untuk pendaftaran sertifikasi halal di Negara asean. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, Sistem sertifikasi halal dengan satu aplikasi dimana satu pengusaha (pendaftar) dapat mendaftar sertifikasi halal di Negara asal, sertifikasi halal di ASEAN (dengan Logo ASEAN) dan berbagai Negara yang dipilih (hingga mendapat logo halal Negara yang dipilih) dengan melibatkan lembaga Dewan Akreditasi Halal regional sebagai katalisator menyaluran berkas pendaftaran kepada Negara-negara ASEAN yang dimintakan pendaftarannya.
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A. Pendahuluan
Di berbagai negara di dunia saat ini sangat memperhatikan arti pentingnya standar dalam kehidupan, standar merupakan salah satu cara yang memadai untuk memeberikan keamanan dan kepastian setiap produk yang digunakan oleh masyarakat. Mutu suatu produk ditenstukan oleh standar yang melekat dalam label kemasannya, standar juga merupakan acuan  untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi yang pada akhirnya bertujuan untuk menembus pasar global.
Upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia terlebih karena globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena pertama konsumen di samping mempunyai hal-hal yang bersifat universal juga mempunyai hal-hal yang bersifat sangat spesifik sesuai dengan situasi dan kondisi.

Standardisasi merupakan senjata untuk memenangkan persaingan di pasar global, terutama dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Standarisasi juga merupakan wahana perubahan untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Selain itu, standar juga sebagai piranti andal dalam perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta mendukung regulasi seperti SNI tabung gas konversi minyak tanah ke gas.
standarisasi harus dilakukan secara komperehensif, integral dan visioner. Pasalnya standarisasi tidak dapat berdiri sendiri. ada tiga pilar infrastruktur mutu nasional dalam standarisasi yakni metrology, standarisasi, dan penilaian kesesuaian. Peningkatan daya saing di era globalisasi dan regionalisasi perdagangan tidak dapat dihindari lagi. Pada dasarnya hanya bangsa yang berdaya sainglah yang akan mampu memperoleh manfaat yang besar untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yaitu untuk bangsa yang memiliki kemampuan untuk dapat diterima sebagai pemain dalam rantai produksi dan transaksi global dan regional. Sementara sebaliknya, bangsa yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan menjadi korban dan hanya menjadi penonton tanpa memperoleh keuntungan ekonomi dari segala potensi perdagangan global tersebut
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki lima pilar utama, yaitu aliran bebas barang (free flow of goods), aliran bebas jasa (free flow of sevice), aliran bebas investasi (free flow of investment), aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour), dan aliran bebas modal (free flow of capital).   

MEA merupakan suatu integrasi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian. Beberapa hal menjadi fokus dari MEA di tahun 2015, salah satunya adalah MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Untuk  menjamin terciptanya tingkat persaingan yang tinggi dan adil, MEA membentuk sebuah kebijakan berupa perlindungan konsumen yang juga menjamin adanya arus informasi yang akurat di pasar barang dan jasa.
Menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN”  Itulah sekilas yang dimaksud dengan MEA. Membentuk kawasan ekonomi antar negara ASEAN yang kuat. Kita tahu sekarang ini di Amerika dan Eropa masih mengalami krisis ekonomi. Dan dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN diharapkan akan bisa mengatasi masalah-masalah dalam bidang perekonomian antar negara ASEAN.
Persaingan produk dan jasa antar negara ASEAN akan diuji disini. Hal itu dimaksudkan untuk menjadikan ASEAN sebagai kawasan perekonomian yang disegani oleh dunia dan mempunyai pengaruh dalam perkembangan ekonomi dunia. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan membentuk ASEAN sebagai pasar dan basis produksi tunggal dengan integrasi ekonomi yang membuat ASEAN lebih dinamis dan kompetitif dengan mekanisme dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan baru yang ada inisiatif ekonomi; mempercepat integrasi regional di sektor-sektor prioritas; memfasilitasi pergerakan bisnis, tenaga kerja terampil dan bakat; dan memperkuat kelembagaan mekanisme ASEAN. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan begitu maka MEA dapat membuat integrase ekonomi, mendorong investasi

Dari semua komponen dasarnya perdagangan adalah standarisasi karena sebagai tolak ukur dalam perdagangan barang – barang khusunya dalam hal ekspor dan impor. Hal itu karena setiap negara mengharuskan adanya pengujian terhadap barang – barang yang akan diimpor maupun diekspor.   Dalam masyarakat ASEAN  harus ada standar  yang memadai karena barang – barang berkualitas yang boleh menjelajah negara – negara lain. Standardisasi dalam Masyarakat Ekonomi Asean ditujukan untuk memudahkan dan melindungi ekspor impor barang sehingga barang tersebut bisa bersaing dengan negara – negara lain. Selain standardisasi sertifikasi halal produk-produk makanan juga diperlukan dalam pergerakan pasar dan barang khususnya makanan di ASEAN.

Gaya hidup, budaya, agama, diet dan pola hidup sehat biasanya dicerminkan dengan makanan yang dikonsumsi. Untuk komunitas muslim pemilihan makanan yang utama adalah kehalalannya,komunitas muslim mengikuti al-Quran dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi, untuk makanan berupa daging untuk komunitas muslim jarang terjadi pemalsuan karena daging yang akan dikonsumsi umat muslim adalah daging yang segar dan dikenali tekstur dan bentuknya
.

Sertifikasi halal adalah dokumen resmi yang memungkinkan produsen/Penjual atas beberapa barang untuk menampilkan halal logo pada produk dan pada titik penjualan operasi. Hanya mengetahui dan menerima produk sebagai halal tidak menjamin penggunaan logo yang halal. Salah satu harus pergi melalui proses yang ditetapkan ditentukan oleh instansi yang berwenang

Pendaftaran dan syarat sertifikasi halal di setiap Negara akan berbeda-beda, tetapi syarat utama nya akan sama hal ini dikarenakan persyaratan utama berasal dari Al Quran dan hadist, Proses utama ini bisa dijadikan dasar syarat utama pelindungan di ASEAN, sertifikasi halal untuk produk makanan sudah tidak bisa ditawar lagi oleh karena itu perlu satu keseragaman syarat, label dan pendaftaran dengan satu aplikasi untuk pendaftaran sertifikasi halal di Negara asean, Berdasarkan uraian diatas masalah yang diambil yakni bagaimanakah proses pendaftaran sertifikasi halal yang paling memadai dan efektif untuk produk makanan di ASEAN.
B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif, yang meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum in concreto, penelitian sistematik hukum, penelitian sejarah hukum dan perbandingan hukum.
 Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa bahan- bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu membuat pencaindraan secara sistematis mengenai fakta-fakta
 termasuk di dalamnya menggambarkan peraturan-peraturan dan kebijakan yang berlaku.

C. Pengaturan Sertifikasi Produk Halal di Indonesia

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia saat ini telah diatur dalam Undang- Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Pemberlakuan UUJPH ini nantinya akan membawa perubahan mendasar terkait penyelenggaraan sertifikasi halal di Indonesia. Dengan pemberlakuan UUJPH ini penyelenggaraan sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI akan diambil alih oleh BPJPH. BPJPH ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia
. 
Sejarah sertifikasi halal pada awalnya terjadi ketika kasus lemak babi yang meresahkan masyarakat, untuk meredakannya  pemerintah membentuk LPPOM-MUI, pemerintah dan masyarakat berharap MUI dapat menjadi solusi agar kasus lemak babi tidak terjadi lagi. LPPOM-MUI didirikan  pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal.



Persyaratan halal didasarkan pada 2 hal yaitu syarat ketentuan halal berdasarkan agama (Quran) dan  Persyaratan sertifikasi halal berdasarkan peraturan perundang-undangan dari suatu Negara. Pada dasarnya semua produk makanan diizinkan kecuali yang dilarang secara eksplisit menurut hukum islam termasuk di dalamnya alkohol, daging babi, darah, daging dari mayat, dan daging hewan yang belum disembelih sesuai peraturan islam.

Pemberlakuan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan salah satu bentuk perlindungan dari negara kepada konsumen muslim di Indonesia. Untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan pelindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, khususnya masyarakat muslim.hal ini dinyatakan dalam Pasal Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.  
Pasal 1 angka 5 UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Obyek sertifikasi halal yang diatur dalam UUJPH lebih luas tidak hanya berupa terkait dengan produk pangan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPJH yang menyatakan bahwa produk yang disertifikasi meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
penyelenggaraan jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah,hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 UUJPH Segala proses Penyelenggaraan jaminan produk halal ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal tersebut pemerintah akan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. 
BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifat halal dan label halal pada produk. Kewenangan ini sebelumnya dilaksanakan oleh LPPOM-MUI. Dengan pemberlakuan UUJPH ini secara kelembagaan, nantinya akan terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan serti kasi halal dari LPPOM­MUI kepada BPJPH. Serti kat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. 
Kementerian Agama telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) yang merupakan amanat dari dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. BPJH itu digunakan untuk memberi jaminan dan perlindungan kepada masyarakat terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat.




Pendaftaran sertifikasi halal di di Indonesia saat ini sudah melalui system online, system pendaftaran online ini dilindungi dengan system keamanan yang tinggi,terdapat 1700 auditor yang akan memeriksa produk untuk mendapatkan jaminan produk halal. Pemeriksaan dilakukan setelah semua syarat telah dilengkapi saat melakukan pendaftaran online.

Pemeriksaan administrasi oleh BPJH jika sudah rampung berkasya akan dikirim ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dari MUI kemudian MUI selaku pemegang fatwa halal ini, maka lalu MUI menyatakan halal atau tidak halal, lalu dikirim ke kementerian untuk diselesaikan.

D. Sertifikasi Halal Produk Makanan dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean

Bagi masyarakat muslim Indonesia pengetahuan tentang halal dan haram mengenai sebuah produk adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya label halal, masyarakat muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Masyarakat muslim harus punya hak untuk mengetahui bahwa suatu produk memiliki label halal atau tidak, khususnya setiap produk yang beredar di Indonesia. Dengan adanya hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk, dapat dipastikan keterjaminan produk yang diedarkan di Indonesia tidak hanya aman, juga sebagai rasa mawas diri masyarakat muslim terhadap produk-produk yang dipasarkan. Namun begitupun dalam perjalanannya, masyarakat muslim mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu produk. Sebagian ada yang tidak memperdulikan dengan kehalalan suatu produk, dan ada pula sebagian lainnya memegang teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya.
 
Sertifikasi halal diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berupa sertifikat halal dalam bentuk fatwa Majelis Ulama Indonesia berupa pernyataan kehalalan suatu produk makanan yang sesuai dengan syari’at islam. Pencantuman label halal pada kemasan produk makanan didasarkan pada sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI, dengan kata lain sertifikat Halal MUI merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk mencantuman label halal.
Sertifikasi halal MUI ditujukan pada produk pangan, obat-obatan, kosmetika dan produk lainnya untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat mentremtamkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya

Penyelenggaran Jaminan Produk Halal memiliki tujuan memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, dalam praktiknya BPJPH bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

BPJPH dalam penyelenggaran jaminan produk halal memiliki kewenangan antara lain merumusan dan mentapkan jaminan produk halal, menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria jaminan produk halal serta menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal.
 BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya itu bekerjasama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). 
Proses sertifikasi halal yang dilakukan di MUI, pada dasarnya dilaksanakan oleh LPOM- MUI. Proses serti kasi halal, mulai pendaftaran, pemeriksaan dan pengujian produk sampai dengan penerbitan serti kat halal suatu produk menjadi kewenangan LPPOM-MUI. 

Secara umum prosedur sertifikasi halal adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan yang mengajukan serti- kasi, baik pendaftaran baru, pengem­ bangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. LPPOM-MUI melalui website 
2. Mengisi data pendaftaran: status serti kasi (baru/pengembangan/per­ panjangan), data serti kat halal, status Sistem Jaminan Halal (jika ada) dan kelompok produk.  
3. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad serti kasi halal.  
4. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru/ pe- ngembangan/perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya: Manual Sistem Jaminan Halal, diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk.  
5. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses serti kasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen.  
Era perdagangan bebas masyarakat Ekonomi Asean (MEA) membuat Indonesia menjadi tujuan dalam perdagangan produk-produk asing, sertifikasi halal merupakan hal yang penting dalam  peredaran obat dan makanan di Indonesia, dalam era perdangan bebas  ini sertifikasi halal dinilai masih belum memadai dan meyakinkan karena masing-masing Negara di ASEAN memiliki lembaga sendiri  untuk memberikan sertifikasi halal. Banyaknya barang import makanan dari Negara asean memmberikan kekhawatiran bagi masyarakat muslim khususnya di Indonesia.
Produk makanan dari Malaysia dengan logo halal Malaysia, terdapat logo halal di dalamnya dengan logo halal Malaysia tidak dari Majelis ulama Indonesia (MUI), meskipun sertifikasi ini sama sertifikasi halal, tetapi kita tidak tahu bagaimana proses sertifikasi halal di Malaysia dan Negara-negara lain.

Banyaknya lembaga yang memberikan sertifikasi halal di masing-masing negara ASEAN, memberikan rasa ragu bagi BPOM. Pasalnya, ini merupakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPOM‎ untuk mengawasi produk yang beredar, termasuk tingkat kehalalan.

Berdasarkan data sensus penduduk yang dilakukan oleh Central Intelligence Agency (CIA) pada tahun 2010 hingga 2015 menunjukan bahwa  jumlah total penduduk muslim ASEAN sekitar 256.250.448 jiwa dari total jumlah penduduk ASEAN sebanyak 634.875.762 jiwa atau sekitar 40.4% penduduk muslim ASEAN. Jumlah tersebut menyebar di semua Negara ASEAN, seperti Indonesia (87.2%), Brunei Darussalam (78.8%), Malaysia (61.3%), Laos (31%), Singapore (14.3%), Philiphina (5%), Thailand (4.9%), Myanmar (4%), Kamboja (1.9%), dan Vietnam (0.1%).  Jumlah tersebut akan terus meningkat sesuai dengan proyeksi yang dilakukan oleh Pew Research Center’s Forum on Religion and Public Life bahwa total penduduk muslim dunia akan meningkat dari 1.6 milyar jiwa pada tahun 2010 menjadi 2.2 milyar jiwa pada tahun 2030.

State of the Global Islamic Economy Report melakukan sebuah analisis pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa Indonesia merupaka Negara dengan jumlah pengeluaran tertinggi untuk konsumsi pangan halal yaitu senilai 197 Milyar US Dollar. Sedangkan Malaysia menjadi Negara dengan total import daging sebesar 0.80 Milyar US Dollar. Hal tersebut menunjukan bahwa mayoritas Negara ASEAN membutuhkan industri pangan halal untuk memenuhi kebutuhan pangan negaranya. Potensi tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk kerjasama regional dalam rangka Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
.
Dalam data yang diambil dari ASEAN Community: Regional Strategies to Tap Global Halal Business Opportunities yang dinyatakan dalam diagram dibawah ini :
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Komunitas muslim di asean akan meningkat hingga tahun 2050, kenaikan komunitas muslim tersebut komuitas muslim di asean paling banyak terdapat di Indonesia, dari data tersebut jumlah nya mencapai 205 million, kenaikan komunita muslim akan berkorelasi dengan makanan dan produk halal yang pasti akan dibutuhkan komunitas muslim tersebut.


Dari angka kenaikan komunitas muslim di ASEAN dibutuhkan system baru dan terintegrasi yang memudahkan pendaftaran label halal di wilayah ASEAN, pendaftaran ini haruslah terintegrasi agar memudahkan pendaftaran sertifikasi halal untuk produk-produk yang beredar di wilayah ASEAN.
E. Pendaftaran Satu Aplikasi Sertifikasi Halal Di Wilayah ASEAN
Negara-negara ASEAN merupakan pemasok terkemuka dan importir halal bersertifikat produk di dunia. Ada juga perdagangan intra-ASEAN substansial dalam makanan halal.
Pemasok produk halal di dunia  adalah Negara-negara ASEAN, produk import di seluru dunia didatangkan dari ASEAN, produk import yang terbesar adalah makanan halal.

Singapura merupakan pusat transit utama di Asia Pasifik untuk makanan halal.ASEAN juga merupakan pemasok untuk Timur Tengah dengan penduduk Muslim 127 juta. Sebagian besar dari 80% dari kebutuhan pangan yang bersumber dari luar negeri.Cina dengan 33 juta Muslim adalah pasar yang penting. Cina impor di sekitar US$ 1,3 produk halal dari Malaysia sendirian. Cina sekarang adalah mitra dagang atas ASEAN, Eropa adalah pasar yang penting mengalami lonjakan permintaan. Perancis memiliki pasar halal terbesar dari sekitar US$ 17b dan Inggris sekitar US$ 4.2b. Eropa Timur adalah pasar lain untuk tekan.

Pelaksanaan sertifikasi halal di Negara-negara ASEAN cukup beragam dan unik karena pelaksanaan sertifikasi halal di beberapa Negara ASEAN ada yang dikelola oleh pemerintah atau badan yang ditunjuk oleh pemerintah dan ada juga sebuah badan yang berdiri sendiri secara sukarela. Perbedaan dari proses sertifikasi di ASEAN adalah kemampuan teknologi melalui penelitian yang dilaksanakan oleh badan sertifikasi halal di Negara-negara ASEAN, ditemukan bahwa Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Brunei yang lebih maju daripada Filipina dan Vietnam dalam bidang sertifiikasi halal.
Negara-negara ASEAN saat ini memiliki potensi besar dan sudah tidak diragukan lagi dalam hal sertifikasi halal, dalam praktiknya terdapat empat bidang utama dalam sertifikasi halal, ke empat hal tersebut adalah referensi standar halal, industry maju berbasis halal, pusat pelatihan keahlian, sistem uji halal dengan menggunakan teknologi, sertifikasi halal tidak terpaku hanya pada keuangan syariah dan investasi syariah, tetapi mencakup semua aspek termasuk makanan, perlengkapan, obat-obatan, logistic dan lain-lain 

ASEAN telah menjadi acuan dan referensi bagi organisasi-organisasi halal di seluruh dunia, hal ini diketahui karena standar halal yang digunakan  di banyak Negara ASEAN  dijadikan panduan untuk insutri di Negara-negara lain di dunia. Misalnya Indonesia sebagai negara berkembang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya dalam memperkenalkan sistem jaminan Halal telah menjadi referensi oleh berbagai negara di seluruh dunia seperti lembaga Islam di Kanada, Perancis dan seterusnya. Majunya industri berbasis halal dan adanya standardisasi halal didukung oleh proses kerja dan terpadu dari berbagai instansi pemerintah, terutama menguntungkan untuk industri halal antara negara - negara di ASEAN. Hal ini terbukti dalam ekspor produk oleh Malaysia untuk sepuluh negara (Cina, Singapura, Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, Thailand, Jepang, Korea Selatan dan India) telah mencapai halal.
Setiap Negara khususnya Negara ASEAN memiliki spesifikasi, target dan standar tersendiri dalam hal masalah keaslian, peraturan label dan komposisi. Namun, hukum makanan Islam universal dan berasal dari Alquran, yang membuatnya mirip di semua negara di dunia
.

Syarat mendasar yang banyak digunakan untuk sertifikasi halal di berbagai negara  adalah sebagai berikut
 :
1. Tidak Mengandung unsur-unsur yang tidak diperbolehkan menurut ajaran islam

2. Belum pernah kontak dengan zat terlarang/ tidak diperbolehkan selama produksi, transportasi dan penyimpangan

3. Tidak sisimpan di di tempat atau diangkut dengan menggunakan kendaraan yang tidak diperbolehkan.

Untuk memastikan bahwa industri makanan telah memenuhi persyarakat dalam memproduksi makanan halal, produksi halal harus diverifikasi. Sertifikat dan pelabelan diperlukan untuk menunjukkan kepada konsumen dan pembeli bahwa prosuk diproduksi sesuai dengan metode sertifikasi halal.

Logo  halal merupakan salah satu atribut
 yang yang dipergunakan dalam pemilihan produk bagi masyrakat muslim di ASEAN, Penyeragaman logo/ lebel sertifikasi halal untuk wilayah ASEAN dan Logo Negara dimana produk dijual merupakan factor penting yang harus dilakukan, keseragaman logo halal ASEAN dan Logo halal Negara akan mereduksi dan mengurangi kebingungan konsumen terhadap suatu  produk bahan makanan.
Dalam ASEAN general guidelines on the preparation and handling of halal food telah diatur terkait keseragaman label halal untuk wilayah ASEAN yang dalam penerapannya disandingkan dengan label/logo halal di setiap Negara. Dalam pedoman tersebut telah dinyatakan hal mendasar apa saja yang wajib diterapkan untuk sertifikasi halal bagi setiap Negara.
Pedoman sertifikasi halal ASEAN dilaksanakan melalui skema akreditasi yang beroperasi di setiap Negara anggota. Dalam praktiknya pabrik pengelolaan makanan yang ingin diakui oleh ASEAN sebagai perusahaan halal harus mematuhi peraturan dan syarat yang diberikan oleh ASEAN. Setelah terakreditasi ASEAN perusahaan tersebut diizinkan menggunakan logo halal yang sama pada labelnya.
Beranjak dari pedoman yang diterapkan ASEAN harus ada system akreditasi yang memadai dan memudahkan perusahaan di wilayah ASEAN untuk mendapatkan sertifikasi Halal baik sertifikasi halal ASEAN maupun sertifikasi halal di setiap Negara. Sistem pendaftaran satu pintu dan satu aplikasi akan memudahlan bagi perusahaan atau pelaku usaha baik dari dalam maupun luar negeri, Negara boleh menetapkan persyaratan tambahan selain syarat wajib yang ditetapkan pada pedoman sertifikasi halal ASEAN  tetapi pendaftaran dapat dilakukan dengan satu aplikasi pada satu Negara saja (one application System).
Sistem pendaftaran satu aplikasi sertifikasi halal merupakan satu sistem pendataran yang dirancang untuk memfasilitasi proses perolehan sertifikasi halal di beberapa Negara ASEAN. Sistem ini mirip sistem PCT (patent Cooperation Treaty) sistem pendafatran paten yang telah diterapkan dan berhasil meningkatkan pendaftaran paten internasional.

Dalam sistem pendaftaran satu aplikasi sertifikasi halal, perusahaan hanya mendaftar kepada satu lembaga sertifikasi halal di negaranya, dalam pendaftaran tersebut lembaga sertifikasi halal memberikan pilihan:

1. Pendaftaran pada lembaga akreditasi halal regional
, dalam pendaftaran sertifikasi halal regional jika sudah terdaftar perusahaan (pendaftar) akan mendapatkan logo halal ASEAN

2. Pendaftaran di Negara mana saja perusahaan (pendaftar) akan mendaftarkan produk halalnya
Proses selanjutnya, setelah pendaftar mendaftarkan melalui kantor halal di negaranya, kantor halal akan memproses :

1. Memeriksa pendaftaran aplikasi halal yang dimintakan kepada negaranya, sesuai dengan panduan dan standar sertifikasi dimana kantor halal berada
2. Mengirimkan berkas aplikasi pendaftaran halal (baik pendaftaran pada lembaga akreditasi halal regional maupun pendataran untuk beberapa Negara) kepada lembaga akreditasi halal regional.
3. Lembaga akreditasi halal regional meneruskan aplikasi pendaftaran tersebut kepada Negara-negara ASEAN yang dmintakan pendaftarannya.
Dalam satu aplikasi pendaftaran yang dikirim dari Negara asal,Lembaga akreditasi halal regional akan memeriksa kehalalan produk yang dimintakan pendaftarannya sesuai standar lembaga tersebut lalu mengeluarkan sertifikat dan izin penggunaan logo halal ASEAN, selain itu Lembaga akreditasi halal Regional juga meneruskan pendaftaran sertifikasi halal kepada kantor halal Negara-negara yang dimintakan pendaftarannya. Setelah kantor halal masing-masing Negara tersebut memeriksa dan mengeluarkan sertifikat halal serta izin penggunaan logo halal masing-masing Negara, kantor halal akan memberikan hasil pemeriksaan, sertifikat dan izin penggunaan logo halal Negara, selanjutnya lembaga akreditasi halal regional yang akan memberikan hasilnya kepada kantor/lembaga halal dimana pendaftaran dilakukan.
Dengan kata lain Untuk sertifikasi halal di berbagai Negara ASEAN yang dipilih, prosedur sertifikasi halal dilakukan sesuai syarat dan alur proses sertifikasi halal di Negara tersebut, setelah selesai pemeriksaan badan sertifikasi halal Negara tersebut dapat mengirimkan hasilnya kepada badan sertifikasi halal dimana aplikasi diajukan.
Dengan proses pendaftaran satu aplikasi dan adanya keseragaman logo sertifikasi halal ASEAN maka diharapkan akan mempermudah produsen makanan yang akan mendistribusikan produknya ke seluruh wilayah ASEAN, dengan begitu kepentingan produsen terpenuhi dan kepentingan konsumen akan terjaminnya logo halal juga akan terpenuhi.

Sebagai contoh jika perusaan Indonesia ingin akreditasi untuk sertifikasi halal, perusahaan dapat datang atau online pada lembaga sertifikasi halal di Indonesia tetapi dalam pengisian aplikasi tersebut perusahaan dapat langsung pula daftar untuk sertifikasi halal ASEAN sekaligus Sertifikasi halal diberbagai Negara yang dipilih, misalnya perusahaan tersebut ingin mendapatkan sertifikasi halal di Malaysia dan Brunei, maka perusahaan dapat mengisi  aplikasi dan memenuhi persyaratan tambahan yang ditetapkan di Malaysia dan brunei.
Proses menuju system pendaftaran produk halal dalam satu aplikasi diperlukan beberapa langkah multilateral yang harus dibangun dan dilakukan oleh Negara ASEAN, hal yang paling utama untuk mewujudkannya adalah melalui perjanjian multilateral jaminan produk halal yang di dalamnya berisi persyaratan baku, proses pendaftaran satu aplikasi, membentuk badan sertifikasi halal di ASEAN, system akreditasi dan system terpadu sertifikasi halal di ASEAN. Meski panjang proses ini bukan merupakan proses yang mustahil di lakukan di wilayah ASEAN.
F. Kerjasama Badan Sertifikasi Halal Negara ASEAN dalam Pelaksanaan Pendaftaran Satu Aplikasi 
Kerjasama regional MEA terkait produk pangan dengan sertifikasi halal di wilayah ASEAN dapat dilakukan melalui perjanjian multilateral yang dilakukan oleh Negara-negara ASEAN, Perjanjian tersebut di dalamnya berisi keseragaman parameter penilaian produk halal di wilayah ASEAN. 

Perjanjian Multilateral antara Negara-negara ASEAN terkait sertifikasi halal dapat dirumuskan  melalui :

1. Keseragaman syarat utama pemberian sertifikasi halal untuk setiap produk makanan di berbagai Negara ASEAN, 

2. Kesepakatan parameter sertifikasi halal demi tercapainya keseragaman sertifikasi produk halal di ASEAN.

3. Kesepakatan system pendaftaran yang tepat

4. Kesepakatan terkait Keseragaman label halal untuk wilayah ASEAN

5. Kesepakatan Model pemeriksaan dan pengawasan sertifikasi halan yang memadai untuk setiap Negara di wilayah ASEAN
Praktik sertifikasi halal di Negara-negara ASEAN memiliki potensi dan memberikan implikasi yang besar bagi Negara ASEAN untuk meningkatkan kerjasama sertifikasi halal, saat ini masing-masing Negara di ASEAN memiliki standar dan praktik yang berbeda dalam pendaftaran sertifikasi halal, berdasarkan hal tersebut perlu adanya kerjasama antara Negara ASEAN untuk menentukan keseragaman, sistem serta Lembaga sertifikasi halal yang memadai untuk wilayah ASEAN
.
Kerjasama sertifikasi halal tidak terbatas hanya satu aspek saja, kerjasama di bidang sertifikasi halal haruslah menyeluruh yang di dalamnya terdapat peran lembaga sertifikasi, keseragaman syarat dan ketentuan berdasarkan Al-quran dan hadist, Logo halal yang dicantumkan, kerjasama di bidang pendaftaran sertifikasi halal yang memudahkan bagi masyarakat, serta  pengawasan dan sertifikasi lembaga halal di wilayah ASEAN
.
Jika dibandingkan dengan masalah hukum dan perizinan, proses sertifikasi halal lebih diperlukan dalam praktek karena konsumen melihat suatu produk berdasarkan label halal yang terdapat dalam prosuk tersebut, dalam prkateknya pula sertifikasi halal menjadi hal yang terpenting dan harus segera disepakati terkait standar halal, keseragaman, dan kemudahan pendaftaran. ASEAN dapat digunakan sebagai penghubung sertifikasi halal antara Negara di ASEAN dan luar ASEAN, oleh karena itu diperlukan standard an keseragaman dalam syarat perolehan label halal dan kesatuan sistem pendaftaran yang terintegrasi, keseragaman label halal dan kemudahan pendaftaran sertifikasi halal akan membuang keraguan konsumen terkait produk halal yang ada di wilayah ASEAN.

 Indonesia dalam rencana kerjasama terkait produk halal telah menyatakan bahwa Kerjasama internasional yang paling utama terkait jaminan produk halal dapat berupa 
:
1. Upaya penilaian kesesuaian, atau pengakuan dari sertifikat halal oleh Negara-negara ASEAN terkait sertifikat halal yang dikeluarkan satu Negara ASEAN, dengan kata lain  upaya ini adalah proses saling pengakuan dan saling menerima hasil pemeriksaan sertifikasi halal.
2. Kerjasama internasional dalam bentuk pengakuan timbal balik sertifikat halal akan dilakukan dengan lembaga halal luar negeri yang telah secara resmi bekerja sama dengan BPJPH. Badan halal luar negeri yang BPJPH akan bekerja sama harus dibentuk atau harus diakui oleh pemerintah mereka.
3. Untuk impor produk halal sertifikat halal yang telah dikeluarkan oleh lembaga halal luar negeri yang memiliki kerjasama dengan BPJPH, operator bisnis yang mengimpor produk tidak perlu mengajukan permohonan untuk produk-produk halal sertifikasi dengan BPJPH. Namun, mereka masih perlu mendaftar produk ini dengan BPJPH sebelum distribusi di Indonesia. 
Sistem pendaftaran satu aplikasi harus didukung dengan pembentukan lembaga halal ASEAN, dalam Plan of Action for the Asean Cooperation in Halal Food 
 dinyatakan pembentukan dewan akreditasi halal regional, dalam rencananya lembaga ini memiliki kewenangan dalam akreditasi halal bagi lembaga halal di Negara ASEAN. 
Kewenangan dewan akreditasi halal regional dapat ditambah dengan kewenangan terkait pendaftaran halal yaitu :

1. pemeriksaan sertifikasi halal asean 

2. pemberian logo halal asean bagi pendaftar yang sudah memenuhi syarat

3. sebagai katalisator pendaftaran satu aplikasi kepada Negara-negara ASEAN yang dimintakan pendaftarannya 
Harmonisasi sistem sertifikasi dan akreditasi produk halal regional yang direncanakan Plan of Action for the Asean Cooperation in Halal Food dengan rencana-rencana antara lain :

1. pengembangan konsep catatan/proposal pada
2. pembentukan regional/internasional badan akreditasi Halal
3. mengembangkan pedoman ASEAN sertifikasi Halalmenyelaraskan panduan Nasional Sertifikasi Halal
4. ASEAN pedoman untuk sertifikasi Halal, mengembangkan prosedur dan daftar periksa untuk pelaksanaan rekan
5. Review (akreditasi) sistem penilaian kesesuaian, termasuk kriteria untuk pengakuan kesetaraan.
6. menerapkan standar makanan Halal ASEAN yang meluas dan terbaik
7. praktek-praktek melalui pengembangan kemitraan dengan sektor swasta.

Harmonisasi  dan pendaftaran satu aplikasi sertifikasi halal akan memakan waktu dimulai dengan perjanjian multilateral terkait produk halal, pembentukan lembaga (dewan akreditasi halal regional), pembentukan sistem pendaftaran satu aplikasi, keseragaman persyaratan, standar halal , sertifikasi regional, peraturan dan persetujuan.

Saat ini perjanjian bilateral antara dua Negara ASEAN untuk saling mengakui sertifikasi halal dan perjanjian eksport import bahan makanan serta distribusi produk halal masih menjadi upaya antisipatif sebelum dilakukannya kerjasama regional, akan tetapi ASEAN perlu mempercepat pelaksanaan kerjasama harmonisasi sertifikasi halal di ASEAN karena barang dan produk terus beredar di Negara-negara ASEAN, dan yang terpenting adalah memberikan rasa aman untuk konsumen di Negara-negara ASEAN.

G. Kesimpulan 

Peredaran barang dan jasa khususnya makanan dalam era masyarakat ekonomi ASEAN menjadi tidak terbendung, banyaknya produk yang masuk ke wilayah Indonesia dengan logo halal yang berbeda dari Negara asal produk menimbulkan keraguan bagi masyarakat islam di indonesia, dengan Sistem sertifikasi halal dengan satu aplikasi dimana satu pengusaha (pendaftar) dapat mendaftar sertifikasi halal di Negara asal, sertifikasi halal di ASEAN (dengan Logo ASEAN) dan berbagai Negara yang dipilih (hingga mendapat logo halal Negara yang dipilih) dengan melibatkan lembaga Dewan Akreditasi Halal regional sebagai katalisator menyaluran berkas pendaftaran kepada Negara-negara ASEAN yang dimintakan pendaftarannya. Kerjasama nagara ASEAN terkait sertifikasi halal seperti pembentukan lembaga (dewan akreditasi halal regional), pembentukan sistem pendaftaran satu aplikasi, keseragaman persyaratan, standar halal,sertifikasi regional, pembentukan peraturan dan persetujuan di bidang sertifikasi halal menjadi solusi yang tepat saat ini untuk memberikan kemudahan bagi para pengusaha sekaligus menjamin keamanan akan produk halal di Indonesia.
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